BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.221, 2009 DEPARTEMEN KEHUTANAN. Status. Fungs.
Kawasan Hutan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: P.50/Menhut-11/2009
TENTANG
PENEGASAN STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 19
ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan, Pemerintah diberikan kewenangan untuk
menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan
atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan, serta
menetapkan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan
hutan;

b. bahwa untuk memberi kepastian hukum atas kawasan
hutan, Menteri Pertanian atau Menteri Kehutanan telah
menunjuk kawasan hutan di setigp provins di seluruh
Indonesia yang didasarkan pada Tata Guna Hutan
Kesgpakatan (TGHK);

c. bahwa terhadap penunjukan kawasan hutan provins
berdasarkan TGHK sebagamana tersebut pada huruf b,
telah di laksanakan tata batas atau telah terjadi perubahan
fungs dan status kawasan hutan secara parsial, atau telah
dibebani izin pemanfaatan atau izin penggunaan kawasan
hutan;
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Mengingat

1.

bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang
Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang,
Gubernur Kepala Daerah Tingkat | menyelenggarakan
penataan ruang wilayah provinsi daerah tingkat ;

bahwa berdasarkan Instrukss Menteri Dalam Negeri
Nomor 474/4263/S tanggal 27 Desember 1994 kepada
Gubernur KDH Tingkat | di seluruh Indonesia, telah
dilaksanakan paduserasi antara peta TGHK dengan peta
RTRWP;

bahwa hasil paduserasi sebaga mana tersebut pada huruf e
selanjutnya ditindaklanjuti dengan penunjukan kawasan
hutan (dan perairan) oleh Menteri Kehutanan (dan
Perkebunan), kecuali Provins Kalimantan Tengah,
Provins Riau dan Provinsi Kepulauan Riau;

bahwa berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan (dan
perairan) tersebut pada huruf f, terdapat kawasan hutan
yang status dan fungsinya tidak sama dengan hasi| tata
batas maupun telah terjadi perubahan status dan fungsi
kawasan hutan secaraparsial;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e dan huruf
f perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang
Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservass Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888), sebagamana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4814);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provins, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasiona (RTRWN)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
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Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833);

10.Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, yang telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden
Nomor 31/P Tahun 2007,

11.Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri
Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
364/Kpts-11/1990, Nomor 519/Kpts/HK.050/90, Nomor
23-V111-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan
Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk
Pengembangan Usaha Pertanian;

12.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-11/1995
tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan, yang telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.16/Menhut-11/2009;

13.Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrass dan  Menteri  Kehutanan  Nomor
PER.23/MEN/X1/2007 dan Nomor P.52/Menhut-ii/2007
tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dalam Rangka
Penyelenggaraan Transmigras;

14.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-11/2001
tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan
Hutan;

15.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-11/2001
tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan
Fungs Kawasan Hutan, sebagamana telah diubah
dengan Keputusan Menteri  Kehutanan  Nomor
SK.48/Menhut-11/2004;

16.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-
11/2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dalam Rangka
Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan, yang telah
bebergpa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.22/Menhut-11/2009;

17.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-
11/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
24),
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG

PENEGASAN STATUS DAN FUNGS KAWASAN
HUTAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan
oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Hutan Produks yang dapat dikonversi yang selanjutnya disebut HPK adalah
kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi
pembangunan di luar kehutanan.

Hutan Produksi Tetap yang selanjutnya disebut HP adalah kawasan hutan
dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah
masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai
dibawah 125, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian
alam dan taman buru.

Hutan Produksi Terbatas yang selanjutnya disebut HPT adalah kawasan
hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan
setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai
jumlah nila antara 125-174, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam,
hutan pelestarian alam dan taman buru.

Hutan Lindung yang selanjutnya disebut HL adalah kawasan hutan yang
mempunyai fungs pokok sebagal perlindungan sistem penyangga kehidupan
untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah
intrusi ar laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Hutan Konservasi yang selanjutnya disebut HK adalah kawasan hutan
dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan
keanekaragam tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Hutan Tetap adalah kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya
sebagal kawasan hutan, terdiri dari hutan konservas, hutan lindung, hutan
produksi terbatas dan hutan produksi tetap.

Area Penggunaan Lain yang selanjutnya disebut APL adalah areal bukan
kawasan hutan.

Tata Guna Hutan Kesepakatan yang selanjutnya disebut TGHK adalah
kesepakatan bersama para pemangku kepentingan di tingkat Provins untuk
menentukan alokasi ruang kawasan hutan berikut fungsinya yang
diwujudkan dengan membubuhkan tanda tangan di atas peta.



